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Abstrak
 

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan harta benda dalam perkawinan antara suami

dan istri.  Selain itu, perjanjian perkawinan juga dibuat guna melindungi harta kekayaan pribadi dan

mempermudah pengurusan harta benda dalam perkawinan. Dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan

harus dituangkan dalam akta notaris dengan bentuk tertulis yang dihadiri oleh para pihak dan saksi. Setelah

diterbitkannya akta perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke pegawai

pencatat nikah yang berada di KUA atau KCS agar mencapai tahap yang sempurna. Pencatatan perjanjian

perkawinan merupakan implementasi dari asas publisitas yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya ditemukan banyak pihak yang tidak mendaftarkan akta

perjanjian perkawinan mereka kepada pegawai pencatat nikah. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis

Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

dan ketentuan terkait lainnya. Permasalahan pada Putusan No.449/PDT/2016/PT.BDG adalah

pengejawantahan amar putusan hakim terhadap adanya harta bersama antara suami dan istri yang terdapat

perjanjian perkawinan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui

kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan dan analisis terhadap dikabulkannya

keberadaan harta bersama sementara diketahui terdapat perjanjian perkawinan dalam Putusan

No.449/PDT/2016/PT.BDG. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan

bentuk yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tetap menjadi

perjanjian yang sah sebagai undang-undang kepada para pihak yang membuatnya walaupun perjanjian

perkawinan tidak pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah. Sehingga, dengan sahnya perjanjian

perkawinan tersebut seharusnya tidak pernah ada percampuran harta antara suami dan istri.

......A marital agreement is made to abolish the joint assets between husband and wife. The marital

agreement was also made to protect personal assets and facilitate the management of matrimonial assets.

The marital agreement must be stated in a notarial deed in written form attended by the parties and

witnesses. After issuing the marital agreement deed, it must be registered by the marriage registrar at the

Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registration to reach the perfect

procedures. The registration of marital agreements is an implementation of a publicity principle in Article

29, paragraph (1) of the Marriage Law. However, in practice shows that many parties did not register their

marital agreement with the marriage registrar. In this study, the author will analyse Decision

No.449/PDT/2016/PT.BDG by considering the provisions in the Civil Code, the Marriage Law, the

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, and other related laws. The problems with

Decision No.449/PDT/2016/PT.BDG are the embodiment of the judge's decision regarding the existence of

joint property between husband and wife which contains a marital agreement in it. Therefore, the author has
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an interest in knowing the legal certainty of a marital agreement that is not weakened and an analysis of the

granting of the existence of joint assets while it is known that there is a marital agreement in Decision

No.449/PDT/2016/PT.BDG. In conducting research, the authors use research methods with normative

juridical forms. The results of the study show that the marital agreement remains a valid agreement as a

statute to the parties who make it even though the marital agreement has never been a marriage registrar.

Thus, with the validity of the marital agreement, there should never have been an of assets between husband

and wife.


